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KATA PENGANTAR 

Penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran 

hasil pertanian (KP3HP) disuatu daerah/wilayah, memungkinkan 

terjadinya harmon isasi beragam upaya yang biasanya terj ad i sangat 

sektoral dan terpisah untuk berfokus pada upaya terpadu dan sinergis 

yang positif, serta proses yang berkelanju tan . Penumbuhan kawasan 

pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertan ian (KP3HP) 

tersebut bisa menjadi ala! yang efektif bagi keb ijakan pembangunan 

ekonomi daerah dan kebijaka n la in yang terkait , khususnya kebijakan 

penerapan manajemen dan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertan ian yang terpadu . 

Namun tantangan untuk mengoperasionalkannya bagi setiap kasus-kasus spesifik di daerah 

tidaklah mudah mengingat masih belum seragamnya pemahaman tentang program dan kegiatan 

penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP). 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh beberapa instansi dalam menelaah konsep ini, akan 

tetapi dalam tataran implementasi masih dirasakan perlunya peningkatan yang sinergi lintas pihak dalam 

menerapkan program tersebut. Prakarsa dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Pertanian, Kemeterian Pertanian untuk menerbitkan buku pedoman umum "PENUMBUHAN KAWASAN 

PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (KP3HP)" ini mudah­

mudahan menjadi awal yang baik dalam upaya mempercepat terwujudnya peningkatan nilai tambah dan 

daya saing hasil pertanian. Disamping itu, panduan ini diharapkan dapat merumuskan langkah positif ke 

depan, baik menyangkut kebijakan dan program atau tindak lanjut yang perlu ditempuh oleh pemerintah 

maupun semua pihak terkait sesuai dengan peran masing-masing. 

Demikian , semoga pedoman ini bermanfaat. 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Sebagian penduduk Indonesia berdomisili . di pedesaan, dan sebagian besar adalah 

petani. Untuk itu, maka pembangunan ekonomi petani pedesaan sebagai satu kesat'uan antara 

pembangunan sektor pertanian dan industri keci/ rumah tangga diarahkan pada upaya 

pemberdayaan industri pertanian. Mengapa pemberdayaan industri pertanian diperlukan?. 

Berbagai hal yang mendukung justifikasi program kegiatan tersebut antara lain: (1) Mayoritas 

masyarakat miskin tinggal di pedesaan yang menggantungkan kehidupannya pada sektor 

pertanian, (2) Adanya ketimpangan pembangunan antara kola dengan desa dimana sebagian 

besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di kola-kola besar, dan (3) Sebagai konsekuensi logis 

dari kondisi tersebut menyebabkan intensitas urbanisasi cukup tinggi, serta (4) Tingkat 

pendapatan masyarakat yang rendah, pengangguran yang tinggi, devisa yang besar dan 

ketahanan pangan nasional yang lemah. Pada sisi lain, kegiatan di sektor pertanian saat ini 

yang merupakan sumber penghasilan sebagian besar masyarakat pedesaan belum dapat 

memberikan kehidupan yang layak karena nilai tambah dari kegiatan on farm pada umumnya 

belum dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Hal ini antara lain disebabkarr oleh belum 

mampunya produk-produk pertanian kita merespon perubahan tuntutan konsumen saat ini yang 

menuntut kualitas tinggi, kontinyuitas pasokan, ketetapan waktu penyampaian, serta harga yang 

kompetitif. 

Berdasarkan data BPS 2005, jumlah usaha industri kecil rumah tangga sebanyak 44,6 

juta unit atau 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia dan mampu menyerap tenaga ke~a 

sebanyak 71.2 juta atau 88,7% dari total tenaga ke~a dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 

14,8% dari total PDB Nasional. Dari jumlah industri kecil rumah tangga tersebut, hampir 

sepertiganya adalah sektor industri pertanian (makanan dan minuman/ pangan) dan sebagian 

besar merupakan usaha non formal (93,5~%) dan usaha formalnya hanya (6,46%). Sebagian 

besar ada di pulau Jawa (74,5%) dan Sudiatera (9%) (Kemnekop dan IKM, 2008).Dari usaha 

kecil (rumah tangga) tersebut, 90.6% merupakan usaha perorangan yang tidak berakta notaris, 

hanya 4.7% yang berakta notaris dan 1.7 % sudah berbadan hukum (PT, CV, Firma atau 

Koperasi). 

Menyadari realitas di alas, pemberdayaan industri . pertanian di pedesaan melalui 

penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pem~saran hasil pertanian (KP3HP) 
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sangat dibutuhkan. Penumbuhan kawasan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran 

hasil pertanian (KP3HP) ini akan dapat menyediakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan 

sejalan dengan berkembangnya kegiatan sektor pertanian di hulu (on farm) dan di hilir (off farm). 

Berkembangnya kegiatan tersebut dibarapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya 

saing hasil pertanian di pedesaan!_ perlua5ah diversifikasi produksi perdesaan, pendapatan 

petani dan mempercepat akumulasi kapiiai.ped-~saan. 
Proses penumbuhan ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat tani agar dapat 

meningkatkan tarat hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menurut Saragih, perekonomian Indonesia 

tidak bisa berbasis teknologi tinggi, tetapi industrialisasi dengan landasan sektor pertanian. 

lndustri pertanian dalam bentuk kawasan pehgembangan pengolahan dan pemasaran hasil 

pertania (KP3HP) merupakan jawaban paling tepa(karena mempunyai keterkaitan ke belakang 

(backward linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage) yang panjang. Keterkaitan ke 

belakang ke sektor pertanian akan memacu pertumbuhan perekonomian di suatu 

wilayah/daerah, sehingga lambat laun bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di suatu 

wilayah/daerah. Secara tidak langsung hal itu akan menggairahkan lagi kegiatan masyarakat 

tani, sehingga mengurangi arus urbanisasi. 

Penumbuhan KP3HP merupakan alternatif pendekatan yang dinilai efektif untuk 

membangun keunggulan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian di suatu wilayah/daerah. 

Bagi pelaku ekonomi, khususnya pelaku usaha industri kecil dan rumah tangga pengolahan hasil 

pertanian dan petani, kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) serta 

koperasi tani (koptan), pendekatan KP3HP ini dapat membantu upaya yang lebih fokus bagi 

terjalinnya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pengembangan jaringan bisnis 

yang luas. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan dan/atau pihak yang berkepentingan lainnya, 

pendekatan ini memungkinkan potensi skala pengaruh dari kebijakan dan program, serta 

cakupan dampaknya yang signifikan. 

Pendekatan KP3HP dapat berkembang pesat tidak sekedar sebagai konsep tetapi juga 

sebagai platform Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), baik dalam konteks pembangunan ekonomi (nasional, 

daerah dan lokal), khususnya dalam peningkatan nilai tambah dan peningkatan daya saing. 

Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian di suatu wilayah/daerah saat ini 

membutuhkan usaha yang sangat memakan waktu sehingga akan menghambat pembangunari 

ekonomi. Dalam rangka memperbaiki kelemahan tersebut, mengoptimalkan pendayagunaan 

potensi setempat, dan mewujudkan KP3HP berkeunggulan kompetitif di daeran, basis produksi - KP3HP 



dan distribusi perlu ditata kembali dan dikembangkan secara sinergis dengan semakin bertumpu 

pada potensi terbaik dan karakteristik lokal/setempat masing-masing daerah. 

Konsep penumbuhan KP3HP, merupakan suatu alternatif yang dipandang sesuai 

dengan konteks dinamika perubahan yang berkembang dan keragamannya karakteristik daerah 

di Indonesia. Untuk menerapkan konsep penumbuhan KP3HP, diperlukan panduan yang dapat 

menjadi pedoman/ acuan bagi petugas Pusat maupun Din as lingkup pertanian (tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan) di daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Ditjen 

PPHP sebagai lembaga Kementerian Pertanian yang memiliki peran sebagai fungsi intermediasi, 

berupaya menerbitkan buku Pedoman Umum Penumbuhan Kawasan Pengembangan 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP). 

Dokumen ini dirancang sebagai bahan panduan praktis, dan bukan sebagai dokumen 

leks rujukan (referensi ilmiah). Karena itu, beberapa hal yang dinilai terlampau teknis ataupun 

teoritis sedapat mung kin tidak disampaikan di sini. 

1.2. Pengertian 

• Kawasan Pertanian : adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara 

fungsion_al dalam faktor Sumber daya alam, sosial budaya, infrastruktur, dan memenuhi 

minimum luasan efektif secara ekonomi serta manajemen wilayah,dimana di dalamnya 

terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan (Permentan no. 50/tahun 

2012) 

Kawasan Pengembangan Pengolahan dan, Pema?aran Hasil Pertanian (KP3HP) : adalah 

kawasan yang didesain agar terjadi sinergi antara petani, kelompok !ani/ gapoktan, dengan 

kelompok usaha bersama di bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil pertanian yang 

saling terkait dan terintegrasi untuk mendapatkan nilai tambah dan efisiensi ekonomi secara 

bersama sehingga secara strategis dapat mendorong kegiatan ekonomi di suatu wilayah/ 

daerah. KP3HP merupakan kawasan pertanian industri yang dapat membangun kawasan 

mental berindustri di pedesaan sehinggapetani tidak saja sebagai prodisen tetapi juga 

sebagai pemasok bahan baku industri pengolahan hasil pertanian melalui proses 

pembersihan (cleanin{/), pemisahan/ sortasi (grading), pengolahan (processing), 

pengawetan, penyimpanan/pergudangan (warehousing), pengepakan (packaging) dan 

transportasi serta pemasaran (marketing). 

• Klaster pengolahan dan pemasaran hasil pertanian · adalah pengorganisasian dan 

pengelompokan geografis dari sejumlah Unit Usaha Pengolah<:m ·dan Pemasaran Hasil 

Pertanian yang saling terkait k~~iatannya dan terhubungkan dalam satu komunitas sert~ 
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saling melengkapi dan saling bersinergi dalam jaringan mata rantai, proses penciptaan/ 

peningkatan nilai tambah dan daya saing, baik rilelalui hubungan bisnis ma~pun non bisnis. 

Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) 

merupakan pengernbilngan dari konsep-konsep sebelumnya. Sebelum KP3HP telah ada Unit 

Pengelolaan Pengolahan dan Peinasaran Hasil Pertanian (UP3HP), Pengembangan Komoditas 

Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Pengembangan Agribisnis (KAPEMBA), Kawasan Usaha 

Bersama Agribisnis (KUBA), Sentra Pengembanan Agribisnis Komoditas Ungggulan (SPAKU), 

Program insentif 2 in 1, dan lain-lain. 

Menurut UU No. 9 tahun 1995, tentang lndustri Kecil menyebutkan bahwa industri kecil 

adalah kegiatan ekonomi, rakyat yang memiliki hasil penjualan (omset) tahunan minimal sebesar 

Rp.1 milyar dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, paling 

banyak Rp. 200 juta. Sedang menurut BPS, berdasarkan tenaga ke~a membagi industri menjadi 

4 kelompok yaitu : 

1. lndustri rumah tangga : jumlah tenaga ke~a 1 -4 orang 

2. lndustri kecil: jumlah tenaga ke~a5 -19 orang /-

3. lndustri menengah : jumlah tenaga ke~a 20- 99 orang 

4. lndustri besar: jumlah tenaga kerja 100 orang lebih 

1.3. Tujuan 

Tujuan utama penyusunan pedoman umum penumbuhan kawasan pen_gembangan 

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) ini antara lain adalah : 

1. Memberikan pedoman umum/ panduan pelaksanaan, peran dan tugas masing-masing 

pelaksana, identifikasi kawasan, mekanisme pendampingan dan pembinaan serta 

mekanisme dan pengadministrasian dalam penyaluran bantuan sosial (barang). 

2. Membangun pilot proyek kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil 

pertanian (KP3HP) di suatu wilayah/daerah. 

3. Meningkatkan efesiensi, mutu produk, produktifitas, dan pemasaran secara berkelanjutan 

4. Meningkatkan pendapatan dan tarat hidup petani dan pelaku usaha pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah/ daerah. 

1.4. Sasaran 

Sasaran penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil 

pertanian (KP3HP) pada tahun 2013 dilaksanakan di 7 Propinsi yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa 
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Tengah, Dl Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Bali, dimana tiap-tiap propinsi dipilih dua 

kabupaten sebagai pilot proyek, sehingga terdapat 14 pilot proyek. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penumbuhan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil 

pertanian (KP3HP) sesuai dengan renstra Ditjen PPHP, Kementan tahun 2010- 2014, fokus 

komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu meliputi : 

• Komoditas utama : padi, jagung, kedele, gula dan daging sapi 

• Komoditas andalan ekspor: Kakao, kopi, sawit, rempah, dan teh 

• Komoditas potensial ekspor : Buah tropika, biofarmaka, tanaman hias tropika, bokar, beras 

specialty, mete, kelapa, atsiri 

• Komoditas substitusi impor : Susu, tepung (cassava dan sagu), jeruk, daging ayam dan 

telur. 

1.6. Kegiatan Utama KP3HP 

Agar tercapai efiseinsi ekonomi dan bisnis maka kegiatan utama dalam KP3HP yang 

dirancang adalah : 

1. Kegiatan Pengolahan bersama; dalam rangka mencapai efisiensi ekonomis dan penggunaan 

sumberdaya maka pelaku usaha secara bersama-sama melakukan kegiatan produksi 

bersama; seperti pengolahan susu dan produk susu sehingga tercapai skala ekonomis. 

2. Kegiatan pembelian bahan baku bersama; kegiatan pembelian bersama akan menimalkan 

biaya bahan baku, karena pembelian sendiri dengan pembelian dalam partai besar akan 

berbeda dan lebih ekonomis; 

3. Kegiatan pemasaran bersama; kegiatan menjual secara bersama akan menaikkan daya 

tawar produk dan bargain pelaku usaha kepada industri pengolah. 

Agar kegiatan-kegiatan ini dapat b~rjalan dengan baik maka perlu dirumuskan konsep dan 

strategi penumbuhan KP3HP. 
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BAB II 
KONSEP, PERMASALAHAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

PENUMBUHAN KP3HP 

2.1. Konsep KP3HP 

Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) adalah 

kawasan yang didesain agar terjadi sinergi antara petani, kelompok !ani/ gapoktan dengan 

kelompok usaha industri pengolahan dan atau pemasaran hasil pertanian yang saling terkait dan 

terintegrasi untuk mendapatkan nilai tambah, daya saing dan efisiensi ekonomi secara bersama 

sehingga secara strategis dapat mendorong kegiatan ekonomi di suatu wilayah/ daerah. KP3HP 

merupakan kawasan pertanian industri yang dapat membangun kawasan mental berindustri di 

pedesaan sehingga petani dan/atau pelaku usaha tidak saja sebagai produsen tetapi juga 

sebagai pemasok bahan baku industri pengolahan hasil pertanian. 

Penumbuhan Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

(KP3HP) adalah pengorganisasian dan pengelompokan geografis dari sejumlah unit usaha 

industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang saling terkait kegiatannya dan 

terhubungkan dalam satu komunitas serta saling melengkapi dan saling bersinergi dalam 

jaringan mala rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah dan daya saing, baik melalui 

hubungan bisnis maupun non bisnis. 

Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) terdiri 

dari 1) kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai usaha inti (core 

industries) yang menjadi "fokus perhatian", 2) petani/ kelompok tani/gapoktan sebagai pemasok 

bahan baku utama (primairy sup/tier), 3) industri terkait (supporting industries), dan 4) industri 

terkait (related industries), 5) pihakllembaga yang menghasilkan pengetahuan/teknologi 

(termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa!litbangyasa), 

6) institusi yang berperan menjembatani (bridging institutions) misalnya pedagang pengumpul 

(broker), serta 7) pembeli/konsumen (buyer/consume~, yang dihubungkan satu dengan lainnya 

dalam rantai proses peningkatan nilai tambah (value adding production chain)'. lstilah inti, 

pendukung dan terkait menunjukkan peran pelaku tertentu dan tidak ada hubungan dengan 

tingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada 

tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu. Model generik KP3HP dalam klaster industri 

pertanian dalam bentuk KP3HP dapat dilihat pada gam bar 1. dibawah. 
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lndustri Pemasok 
(Petani Pemasok 

Bahan Baku) 

lndustri terkait 

1 
Usaha Inti (Kel. 

Pengolahan/ 
Pemasaran KP3HP) 

I 
Lembaga Pendukung 

Pasar atau 
Konsumen 

Gambar 1 : Model Generik KP3HP dalam Klaster lndustri Pertanian 

Beberapa pengertian elemen-elemen pada KP3HP tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Usaha Inti 

• Gabungan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dalam 
' KP3HP yang merupakan fokus perhatian dan dijadikan titik masuk pilot proyek; 

• Dapat merupakan sentra pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di suatu 

wilayah/daerah; 

• lndustri pengolahan hasil pertanian yang dicirikan dengan adanya menajemen dan 

inovasi teknologi yang memedai. 

2. Pemasok 

• Petani/ kelompok tani/ gabungan kelompok tani yang memasok bahan baku untuk 

kelompok usaha industri pengolahan hasil pertanian. 

Yang dipasok antara lain meliputi : Bahan baku utama, bahan tambahan, aksesori. 

3. Pasar/ Konsumen 

• Dapat berupa pasar industri, distributor atau pemakai langsung; 

4. lndustri Pendukung 

• Meliputi usaha jasa dan barang, termasuk layanan pembiayaan. lndustri pendukung 

ini antara lain terdiri dari : 

Peralatan mesin (Permesinan, Alat Bantu); 

Pengemasan; 

Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis. 

5. Lembaga dan Sarana Pendukung 

• Pembiavaan (Bank. Modal Ventura. Lembaaa Ekonimi Mikro dill: - KP3HP 



• Jasa (Angkutan, Bisnis Distribusi, Konsultan Bisnis); 

• lnfrastruktur (Jalan Raya, Pelabuhan, Bandara, Terminal, Pasar, Telekomunikasi, 

Listrik dll); 

• Lembaga pem~rintah, penentu kebijakan atau melaksanakan peran publik; 

• Asosiasi profesi yang beke~a untuk kepentingan anggota; 

• Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat yang beke~a pada bidang khusus 

yang mendukung. 

Dalam Pedoman umum ini, istilah KP3HP memiliki pengertian lebih luas dari "sentra 

industri" yang telah dikenal umum. Sentra industri lebih merupakan pengelompokan aktivitas 

bisnis yang serupa di suatu lokasi. Suatu atau beberapa sentra industri bisa merupakan bagian 

integral dan sebagai "titik masuk (entry pain~" dari upaya penumbuhan KP3HP. 

2.1.1. Keterkaitan konsep KP3HP dengan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing 
Hasil Pertanian. 

KP3HP 

Penumbuhan KP3HP, utamanya dirancang dan diimplementasikan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di pedesaan. Dalam kaitan ini, 

beragam kajian konsep dan empiris penumbuhan KP3HP atau industri pertanian 

mengungkapkan beragam "temuan" penting, yaitu antara lain adalah : 

a. Kesejahteraan/kemakmuran sangat ditentukan oleh "nilai tambah dan daya saing." 

Karenanya, di antara berbagai tujuan/ kepentingan pembangunan yang multidimensi 

(dan seringkali berbeda, bahkan "bertentangan"), peningkatan nilai tambah dan 

daya saing merupakan salah satu fokus orientasi agenda yang sangat penting. 

b. Di antara ukuran yang paling sesuai dari nilai tambah dan daya saing adalah 

"produktivitas," yang merupakan hasil dari pemanfaatan SDM, modal dan SDA, dan 

tercermin dalam "nilai" produk (barang dan/atau jasa) dan "efisiensi" bagaimana 

produk tersebut dihasilkan. 

c. Sumber terpenting kesejahteraan/ kemakmuran (yaitu nilai tambah dan daya saing) 

pada dasamya "diciptakan," bukan diwariskan. Beragam faktor alamiah (seperti 

melimpahnya sumber daya alam) tentu sangat penting, namun hal ini bermakna 

sangat terbatas jika tidak diimbangi dengan kemajuan dalam kemampuan faktor­

faktor "buatan" seperti SDM yang semakin berkualitas, infrastruktur, teknologi dan 

lainnya. 
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d. Produktivitas suatu wilayah/daerah di bidang pengolahan dan pemasaran hasil 

pertanian bergantung pada keseluruhan industrinya, yang pada dasarnya tercermin 

dalam keberhasilan penumbuhan KP3HP. Keunggulan nilai tambah dan daya saing 

mencerminkan keadaan perkembangan ekonomi (the state of economy's 

development). 

e. lnovasi teknologi semakin penting dalam menentukan produktivitas dan 

peningkatannya dalam jangka panjang. 

f. Faktor spesifik lokasi/ daerah seperti pengetahuan, hubungan, dan motivasi, 

semakin menentukan keunggulan daya saing nasional maupun global. 

Penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil 

pertanian (KP3HP) bermanfaat untuk : 

• Sinkronisasi pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan 

produk hasil olahan hasil pertanian dalam menghadapi pasar domestik dan pasar 

internasional 

• Meningkatkan pendapatan wilayah/daerah melalui pengembangan wilayah produksi 

bahan baku untuk memasok bahan baku bagi usaha pengolahan hasil pertanian 

• Meningkatkan partisipasi aktif dalam mendorong berputarnya kembali roda 

perekonomian wilayah/daerah yang mengakar di masyarakat 

Mengupayakan ketersediaan .kebutuhan produk olahan yang berkualitas dan 

terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

Pasar 

0 
Produk 

Gam bar 2 : Model Ekonomik Penumbuhan KP3HP 

Penumbuhan KP3HP merupakan solusi penting untuk menjembatani keinginan 

pembeli/konsumen dan karakteristik produk pertanian yang variatif dan tidak bisa 

disimpan. KP3HP mempunyai rentang pengertian yang amat Iebar. Dari yang sangat soft 

berupa pengolahan hasil pertanian seperti pengawetan hasil pertanian segar (sayur dan 
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buah) sampai yang punya value added tinggi di mana produk pertanian diekstrak dan 

dikombinasi dengan produk lain seperti pada industri susu bubuk (Joewono.H.H, 2001). 

2.1.2. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penumbuhan KP3HP 

KP3HP 

Jika dilihat dari peran strategis industri kecil rumah tangga pengolahan dan 

pemasaran hasil pe~bnian (agroindustri) dalam pembangunan ekonom.i pedesaan, maka 

sudah sepantasnyalah jika pelaku pembangunan utama terlibat dalam proses 

perencanaan, implementasi dan evaluasi program kegiatan penumbuhan kawasan 

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) dalam klaster agroindustri. Aktor- I 

aktor tersebut meliputi : 

0 Usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai anggota 

~asyarakat yang menjadi sasaran proses perubahan. 

Usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai sasaran 

pembangunan memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan 

program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan, serta 

pengalaman mereka dengan teknologi dan struktur sosial masyarakat 

mereka. 

• Akan lebih termotivasi untuk bekerjasama dalam program pembangunan 

jika ikut bertanggung jawab didalamnya. 

Banyak persoalan pembanguan yang tidak mungkin dilakukan dengan 

pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi masyarakat sebagai 

kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan. 

0 Pemerintah (kementerian pertanian) dalam hal ini adalah Ditjen PPHP, eselon 1 

teknis lainnya, sebagai fasilitator dengan sistem Bottom Up yang memperhatikan 

keinginan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dengan kata 

lain masyarakat yang selama ini dianggap sebagai objek pembangunan, maka 

sekarang diikutsertakan dalam menentukan apa yang menurut mereka baik dan 

sesuai dengan keadaan mereka. 

0 Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan memberikan fasilitas 

pendanaan yang berupa layanan jasa: leasing, factoring, modal ventura, resi 

gudang, bursa saham dan pasar modal) 

0 Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta), konsultan dan LSM 

yang berfungsi sebagai pakar, penyedia informasi IPTEK dan dukungan 

-.·;·· -. 
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pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pendampingan (Tri Dharma 

Perguruan Tinggi). 

Gambar 3 : Hard Infrastructure Clan Soft Infrastructure KP3HP 

Terbentuknya pengelompokan (aglomerasi) pelaku usaha industri pengolahan 

dan pemasaran hasil pertanian harus berdasarkan kesepakatan bersama. Pelaku-pelaku 

usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang mempunyai tujuan dan 

visi yang sama dan saling mempercayai untuk kepentingan bersama berkelompok tanpa 

membentuk organisasi fisik usaha baru. Di dalam kawasan ini terdapat pelaku inti yang 

menjadi penghela kelompok-kelompok lainnya. lndustri/ Perusahaan inti (champion) dan 

mitra (usaha kecil) memperhatikan dan memutuskan skala usaha bersama (teknologi 

dan sosio-teknologi, jenis produk, biaya produksi, ongkos transaksi, pemasaran, dll.). 

Struktur Usaha dalam Klaster KP3HP merupakan cakupan kekuatan usaha 

(kompetensi inti dalam volume produksi, luasnya pasar dan besarnya biaya transaksi); 

serta Koordinasi antar unit usaha (inti dengan mitra, mitra dengan mitra yang 

menghasilkan multi potensi koordinasi). Di dalam klaster KP3HP terdapat 

ketergantungan strategis (vertikal, didalam industri, dengan industri terkait). 
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Gambar 4 : Siklus Pertumbuhan KP3HP 

2.2. Permasalahan Penumbuhan KP3HP 

lnVMtuil 
ModaiiPihak ketlga 

Pada umumnya budaya petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian pada saat 

ini, dalam melakukan usahanya masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga 

(subsisten) , jadi belum berorientasi pada pasar (market oriented) . 

Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian belum memiliki bentuk 

organisasi yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat, karena struktur organisasi 

internalnya masih sederhana (mendekati organisasi lini) dan tidak memiliki job description yang 

jelas. Seringkali tugas dan wewenang personilnya saling overlap misalnya manajer umum (yang 

juga owne~ merangkap jabatan sebagai controller dan kadang-kadang sebagai pelaksana 

produksi . Bagian pemasaran, produksi atau keuangan diserahkan pada anggota keluarga yang 

lain sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya internal audit karena saling maklum (keluarga 

sendiri). lni menjebak masuk ke dalam manajemen yang tidak profesional. Untuk memperbaiki 

kondisi tersebut perlu peningkatan kemampuan personal (komunikasi dan kerjasama tim) serta 

kemampuan manajerial (kepemimpinan dan manajemen yang bersifat fungsional bukan lini) serta 

perbaikan iklim usaha dan budaya kerja . 

Secara umum kondisi sekarang dan kondisi baru yang diharapkan oleh penumbuhan 

KP3HP dapat digambarkan secara ringkas dalam bagan berikut ini : 
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Kondisi Sekarang Kondisi baru/yang diharapkan 

Kurangnya budaya kewirausahaan Pertanian yang berorientasi pasar 

Re ndahnya kemampuan sumber Sumber daya man usia yang 
daya manusia berkua litas dan memi liki 

kompetensi yang tinggi 

Tingkat penguasaan ilmu dan Peningkatan ilmu dan penguasaan 
teknologi pengolahan yang rendah teknologi pengolahan tepatguna 

yang bisa mendukung inovasi. 

Kurangnya informasi/penguasaan Peningkatan sistem manajemen 
pasar informasi dan pe rl uasan pangsa 

pasar 
Keterbatasan modal untuk investasi Kecukupan modal guna 
dan modal kerja pengembangan usaha dan 

kelanjutan usaha 
Be lum memiliki bentuk organisasi Terbentuknya organ isasi ya ng 
dan manajemen yang mampu mampu menghadapi perubahan 
menghadapi perubahan dengan lingkungan dengan cepat dan 
cepat manajemen yang profesional. 

Masih dirasakan adanya budaya Adanya budaya cinta produk 
lebih menyukai produk impor oleh nasional 
sebagian konsumen. 
Masih kurangnya "political will" Adanya kebe rpihakan pemerintah 
pemerintah terhadap petani/ pelaku uasaha 

pengolahan. 

2.3. Strategi Penumbuhan KP3HP 

Petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian di Indonesia pada umumnya masih 

bersifat subsisten. Oleh karena itu, untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian yang 

efisien dan berdaya saing tinggi, maka alur penyusunan program pengembangannya dengan 

memperhatikan tentang bagaimaan upaya menguasai pasar utama produk industri pengolahan di 

dalam negeri, menuju pasar ekspor. Di samping itu, pengembangan industri pengolahan hasil 

pertanian juga didasarkan pada kaidah keunggulan komparatif, yakni peningkatan efisiensi 

produksi dan pemasaran, dan keterpaduan usaha, baik keterpaduan komoditi , usahatani maupun 

wilayah. lmplementasi dari hal itu, maka dalam pembangunan industri pengolahan, harus selalu 

berbasis pada petani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), mengubah peran petani dari 

sekedar produsen menjadi penyedia bahan baku industri (supplier). 

Dalam upaya peningkatan akses pasar, sangat diperlukan pemahaman menyeluruh 

tentang 'Market Driven ' bagi petani , terutama dalam hal perencanaan produksi , panen, pasca 

panen dan pengolahan yang lebih diselaraskan pada permintaan pasar. ltu lah sebabnya, ke 

depan akan dilakukan perubahan orientasi pembinaan dan reposisi petani/ pelaku usaha, yang 

meliputi tiga hal utama. Pertama, petani diarahkan untuk tidak sekadar sebagai 'produsen', 
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namun diarahkan untuk berperan sebagai Sf?P#.9r'atau penyedia bahan baku industri. Dengan 

reposisi ini, petani dapat melakukan upaya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan 

permintaan pasar, baik dari aspek kualitas, waktu penyediaan, sistem pengiriman, maupun 

efisiensi produksi yang berkaitan dengan harga. Kedua, petani dilibatkan secara aktif sebagai 

pelaku pasar di tirigkat produsen, sehingga terbentuk dan berkembang suatu sistem pemasaran 
I 

ditingkat petani atau atau disebut dengan pasar !ani. Ketiga, GAPOKTAN diarahkan untuk 

menjadi basis dan landasan dalam peningkatan nilai tambah, daya saing dan posisi tawarnya. 

Dengan reorientasi dan reposisi tersebut, diharapkan posisi tawar petani dapat menjadi lebih 

proporsional, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas serta nilai 

tambah dan daya saing komoditi pertanian dalam negeri. 

Model interaksi antara petanil pelaku usaha dengan pihak industri pengolahan adalah 

dengan model 'Core Satelitte System; yang mirip dengan pola perusahaan inti rakyat (PIR), 

namun dengan melibatkan sektor swasta dalam perusahaan inti (Corporate Core). Dalam model 

interaksi ini, pihak industri berhubungan dengan petani melalui sistem kontrak. Sistem kontrak 

yang disepakati meliputi pembelian hasil-hasil pertanian, pertukaran input pertanian untuk 

jaminan penjualan bahan baku, dan adanya jaminan harga. Sistem ini dapat dijadikan sebagai 

usahatani satelit (Sate/it Farming) di sekitar perusahaan inti. Dengan sistem inti dan satelit antara 

industri dan petani seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui 

jaminan harga yang diterima, sekaligus menguntungkan bagi industri pengolahan karena adanya 

jaminan kontinuitas pasokan bahan baku. Model interaksi dalam penumbuhan KP3HP dapat 

dilihat pada gambar 6. 

PENYEDIA BAHAN BAKU, 
SARANA ALSIN DAN MODAL 

USAHA 

! 
h USAHA KECIL KELOMPOK USAHA PERUSAHAAN/ 

PENGOLAHAN DAN PENGOLAHAN DAN Eo+ INDUSTRI BESAR 
PEMASARAN ~ PEMASARAN MITRA 

DALAM KP3HP 

H It ' 
PASAR DALAM NEGERI DAN EKSPOR. 

Gambar 5 : Modellnteraksi dalam Penumbuhan KP3HP 
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2.4. Kebijakan Penumbuhan KP3HP 

Kebijakan dasar penumbuhan KP3HP adalah meningkatkan prakarsa, kemampuan dan 

peran serta pengusaha/ industri kecil rumah tangga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 

dalam suatu kelompok usaha bersama dalam suatu kawasan (KP3HP) melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan 

usaha ekonomi rakyat dan menjadi peran utama pembangunan pertanian di pedesaan. Sedang 

kebijakan operasional yang akan dilakukan adalah meliputi : 

• 

• 

• 
• 

Membentuk kelompok usaha bersama dalam kawasan pengembangan pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian (KP3HP) dari usaha kecil rumah tangga di bidang pengolahan 

dan pemasaran hasil pertanian di pedesaan. 

Meningkc:hl<~n kemampuan organisasi/ kelembagaan dan manajerial usaha kecil rumah 

tangga/ Kelompok usaha dalam KP3HP 

Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar produk olahan hasil pertanian 

Meningkatkan kemampuan akses terhadap modal usaha dan memperkuat struktur 

permodalan. 

• Meningkatkan kemampuan akses dan penguasaan teknologi tepatguna 

• Pengembangan kemitraan usaha antara KP3HP dengan industri besar/ super market. Ada 

tiga pola kemitraan usaha yang dapat diterapkan pada KP3HP, yaitu: 

-

1. Pola Inti-Plasma 

Hubungan antara kelompok usaha dalam KP3HP sebagai plasma dengan 

perusahaan/ industribesar sebagai inti yang bermitra. Kelompok usaha dalam 

KP3HP (plasma) memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai persyaratan dan 

perusahaan inti menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen 

serta manampung hasil produksi, mengolah dan memasarkannya . 

. 2. Pola Sub-Kontrak 

Kelompok usaha dalam KP3HP yang memproduksi kebutuhan perusahaan mitra 

sebagai bagian dari komponen industrinya dengan cara membuat kontrak 

kerjasama penyediaan bahan baku industri. 

3. Pola Dagang 

Kolompok usaha dalam KP3HP menyediakan hasil produksinya untuk perusahaan/ 

industri besar (super market/ pasar swalayan) dan memasarkan hasil usahanya 

sesuai kebutuhan. 

Sasaran Penumbuhan KP3HP dapat dilihat pada bagan dibawah ini. 
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Sasaran Penumbuhan KP3HP 

PRODUKSI PEMASARAN SDM TEKNOLOGI 

• Meningkatkan • Meningkatkan • Membudayakan • Meningkatkan 
kemampuan kemampuan kewirausahaan kemampuan teknik 
manajemen & manajemen & teknik • Meningkatkan produksi & 
teknik produksi pemasaran kemampuan teknis & pengendalian mutu 

• Meningkatkan • Melaksanakan manajerial • Meningkatkan 
kemampuan penelitian & • Mengembangkan kemampuan litbang 
rancang bangun I pengkajian lembaga diklat & desain baru 
rekayasa pemasaran konsultasi • lnsentif bagi Usaha 

• Memberikan • Dukungan sarana & • Menyediakan tenaga Kecil yang mene-
kemudahan dalam promosi I uji coba penyuluh dan rapkan teknologi 
pengadaan sarana pasar konsultan baru & berwawasan 
I prasarana • Pengembangan lingkungan 

lembaga pemasaran • Mempercepat alih 
· & jaringan distribusi teknologi 

• Mernasarkan produk • Mengembangkan . 
Usaha Kecil lembaga litbang · · · 

(R&D) 
.'-'/'-

--

2.5. lndikator Keberhasilan 

lndikator keberhasilan penumbuhan KP3HP adalah meliputi : 

a. Terjadinya peningkatan produksi, produktivitas, efisiensi dan pendapatan kelompok 

usaha dan anggota kelompok usaha dalam KP3HP. 

b. Tumbuhnya KP3HP yang maju (modern), berdaya saing dan mandiri serta mampu 

menjadi lembaga penggerak ekonomi di pedesaan. 

c. Terjadinya peningkatan nilai tambah dan tercapainya pemupukan modal usaha 

kelompok usaha pengolahan dalam KP3HP. 

d. Terjadinya perubahan dari usaha subsisten menjadi usaha pengolahan dan pemasaran 

hasil pertanian berorientasi komersil/ bisnis sehingga petani/ pelaku usaha tidak saja 

sebagi produsen tetapi juga sebagai pemasok (suplier) bahan baku industri.. 

· e: .- Tumbuhnya kemitraan usaha antar kelompok usaha pengolahan dengan mitra usaha 

sedang atau besar. 

t Terjadinya peningkatan kemampuan manajerial kelompok usaha. 

KP3HP "• 
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BAB Ill 

ORGANISASI PELAKSANA 

Untuk melaksanakan kegiatan KP3HP ini dibutuhkan gugus pelaksana tugas yang berasal dari stake 

holder KP3HP. Ditjen PPHP memayungi aktor pengembangan klaster dan kawasan yang terpilih. Untuk 

melakukan pemilihan ditunjuk Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi/Konsultan) yang bertugas menyeleksi dan 

mencari kawasan dan unit usaha penghela yang berasal dari database yang dimiliki oleh Ditjen PPHP. 

3.1. Tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian 

Pertanian) dibentuk kelembagaan sebagai berikut: 

a. Tim Pengarah (..%&.-7HfftP.m'm/~4. berfungsi untuk memfasilitasi, memberi 

arah kebijakan dan strategi agar kegiatan penumbuhan KP3HP be~alan lancar sesuai target 

yang Ielah ditentukan. 

Tim pengarah terdiri dari Ditjen PPHP (eselon 1 dan 2), dan bisa diperkuat dari eselon 1 

lainnya di Kementan. 

Tugas Tim Pengarah (Steering Committee), adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan kebijakan, strategi dan memberikan arahan umum tentang pelaksanaan 

program penumbuhan KP3HP; 

2) Menentapkan lokasi KP3HP; 

3) Memberikan fasilitasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan serta bimbingan 

teknis program penumbuhan KP3HP; 

4) Melakukan koordinasi lintas sektor/sub sektor untuk meningkatkan gerakan dan 

efektifitas program penumbuhan KP3HP; 

5) Melakukan pemantauan dan pengendalian program penumbuhan KP3HP serta 

pelaporan 

b. Kelompok Kerja (/1&/'..&'Hff G-'P.t/4 adalah satuan kerja yang berfungsi untuk 

KP3HP 

melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan penumbuhan KP3HP di suatu wilayah/daerah. 

Kelompok kerja (working group) terdiri dari unsur dari Ditjen PPHP bagian perencanaan, 

direktorat yang membidangi masalah teknis, bisa diperkuat dari Perguruan Tinggi dan Dinas 

Provinsi yang terkait. 

Tugas kelompok kerja (Working Group) adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan kebijakan operasional penumbuhan KP3HP sesuai kondisi lapangan 

kabupaten/kota (spesifik lokasi); -



2). Mengkoordinir penumbuhan KP3HP dalam merencanakan, mengendalikan dan 

mengawasi kegiatan usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; 

3) Memfasilitasi penerapan teknologi ala! mesin pengolahan tepa! guna dan penerapan 

manajemen usaha, manajemen mutu, dan manajemen pemasaran hasil pertanian yang 

modern; 

4) Memfasilitasi, mencari dan menciptakan pangsa pasar hasil olahan; 

5) Menjembatani akses pendaaan/ modal usaha dengan lembaga keuangan di lapangan 

(Kabupaten/ Kota); 

6) Melakukan koordinasi lintas sektor/sub sektor untuk meningkatkan gerakan dan 

efektifitas pelaksanaan penumbuhan KP3HP; 

7) Melakukan pemantauan dan pengendalian serta melaporkan hasilnya kepada Ditjen 

Pengolahan dan Pemasaran hasil Peretanian. 

3.2. Tingkat daerah/lapangan (klaster), dibentuk kelembagaan sebagai berikut : 

-

a. KP3HP (hlcH/ J'Vm,Y 

KP3HP adalah gabungan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran 

hasil pertanian yang beranggotakan para pelaku usaha (industri kecil dan rumah 

tangga) yang tumbuh berdasarkan kesamaan produk olahan, keakraban dan 

keserasian, serta kesamaan kepentingan para anggotanya dalam mengelola 

sumberdaya untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Keadaan ini 

dicapai melalui upaya peningkatan produktivitas usaha dalam skala ekonomi yang 

menguntungkan demi peningkatan daya saing, nilai tambah, pendapatan dan ,,, 

kesejahteraan anggotanya. 

Focal Group terdiri alas kelompok pelaku usaha bersama yang saling terkait 

(KP3HP), dengan dipimpin oleh seorang pelaku usaha yang mengambil peran dan 

inisiatif berdasarkan kesepakatan bersama anggota dalam KP3HP. 

Prinsip-prinsip penumbuhan KP3HP adalah sebagai berikut : 

1) Pengambilan keputusan mutlak dilakukan oleh anggota kelompok usaha dalam 

KP3HP yang diambil secara musyawarah dan mufakat untuk memperoleh 

manfaat sebesar-besarnya bagi anggota kelompok (dari, oleh, dan untuk 

anggota kelompok dalam KP3HP) 

2) Peran pemerintah terbatas pada fasilitasi kepada kelompok usaha pengolahan 

sehingga kelompok usaha ini mampu menggunakan dan memanfaatkan 

potensi sumber daya yang dimiliki melalui kreatifitasnya sendiri dalam 
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mencapai tujuan meningkatkan pendapatan dan sekaligus mensejahterakan 

anggotanya. 

3) Pemberdayaan kelompok usaha ini mencakup berbagai aspek, antara lain 

aspek manajemen, produksi, teknologi, peningkatan sumber daya manusia 

(anggota kelompok) dan aspek wirausaha. 

4) KP3HP menetapkan pengurus dengan susunan organisasi yang disepakati 

oleh anggota dan dipilih secara demokratis oleh anggota. 

Fasilitasi dalam rangka penumbuhan KP3HP pada kelompok usaha 

pengolahan difokuskan pada aspek-aspek : 

1) Manajemen usaha, mulai dari perencanaan usaha (penyusunan rencana 

usaha kelompok! RUK), permodalan, manajemen produksi, manajemen 

pengolahan hasil, dan manajemen pemasaran, 

2) Teknis pengolahan, mulai proses pembersihan (cleaning), pemisahanl 

sortasi (grading), pengolahan (processing), pengawetan, 

penyimpanan/pergudangan (warehousing), pengepakan (packagin§) dan 

transportasi serta pemasaran (marketing), pemanfaatan sarana dan 

teknologi tepat guna spesifiksi lokasi; 

3) Penguatan modal usaha, dimaksudkan sebagai stimulan untuk lebih 

memberdayakan modal kelompok usaha yang sudah ada; 

4) Kelembagaan, mulai dari kerjasama kelompok, antar kelompok dan 

kemitraan usaha. 

b. Tenaga Pendampingan (Fasilitator) 

Tenaga pendamping atau fasilitator adalah tenaga ahli (pakar) atau 

penyuluh pertanian yang kompeten yang direkrut oleh Perguruan Tinggi 

(Konsultan) yang mempunyai tugas : 

1) Melakukan sosialisasi dan rekayasa sosial agar pelaku usaha pengolahan 

dan pemasaran hasil pertanain dapat membentuk kelompok usaha dalam 

kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 

(KP3HP) yang tumbuh dari bawah (bottom up) berdasarkan kesamaan 

produk olahan, keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan 

dalam mengelola sumberdaya untuk mencapai kondisi yang saling 

menguntungkan. Keadaan ini dicapai melalui upaya peningkatan 

produktivitas usaha dalam skala ekonomi yang menguntungkan demi 
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peningkatan daya saing, nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan 

anggotanya. 

2) Memotivasi dan memfasilitasi KP3HP dalam aspek pengorganisasian, 

perencanaan usaha produksi, pelaksanaan usaha/ produksi dan pemasaran 

hasil produksi serta menganalisis kelayakan usaha. 

3) Posisi di sudut netral; 

4) Memfasilitasi tahapan diagnosis, sosialisasi konsep penyusunan rencana 

aksi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; 

5) Mobilisasi dan pemberdayaan KP3HP dalam pemanfaatan akses inovasi 

teknologi alat mesin pengolahan hasil pertanian tepat gun a secara optimal. 

6) Memfasilitasi akses permodalan, bahan baku, mutu produk olahan dan 

pemasarannya. 

7) Memfasilitasi terciptanya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan 

berkelanjutan serta mendoron saling taat terhadap kesepakatan udsaha 

(MOU). 

8) Melaporkan perkembangan kegiatan pendampingan ke Ditjen PPHP 

Kementan. 
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BABIV 

LANGKAH OPERASIONAL PENUMBUHAN KP3HP 

Kelembagaan KP3HP merupakan agregat atau himpunan (aglomerasi) dari beberapa kelompok 

usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah/daerah. Kelembagaan KP3HP 

yang dimaksud disini adalah suatu lembaga informal terorganisir dalam bentuk gabungan kelompok 

usaha yang ada dalam masyarakat yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan dalam menangani 

dan mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Lembaga KP3HP berupaya 

memfasitasi pelaku usaha (industri kecil rumah tangga) agar mampu menggunakan potensi dan 

kreatifitasnya sendiri untuk melakukan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian guna 

mensejahterakan anggotanya. 

Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dilapangan atau di daerah adalah sebagai berikut : 

4.1. Sosialisasi Penumbuhan KP3HP 

Sosialisasi penumbuhan KP3HP dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi 

antara pusat dan daerah untuk mempersiapkan setiap pihak yang terlibat (aparat terkait, petugas 

PEMDA, penyuluh, petani dan pelaku usaha (industri kecil/ rumah tangga), tokoh masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya) dalam kegiatan penumbuhan KP3HP, agar 

mereka mampu melaksanakan peran dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya masing­

masing. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/ kola, maupun di tingkat 

kelompok usaha pengolahan hasil pertanian dan atau KP3HP. Sosialisasi kepada kelompok usaha 

dan/atau KP3HP secara detail dengan menjelaskan teknis dan manajemen, aturan, hak, dan 

kewajiban kelompok usaha maupun anggotanya. 

4.2. Penentuan Lokasi dan Komoditas 

Penentuan lokasi kawasan, komoditas yang dkembangkan serta unit usaha dilakukan oleh 

pihak ketiga yang kompeten. Dalam hal ini perguruan tinggi dapat ditunjuk sebagai pelaksana 

pemilihan kawasan dan unit usaha beserta komoditas yang dikembangkan. Perguruan tinggi yang 

dipilih adalah perguruan tinggi yang kompeten dan memiliki kredibilitas dalam pengembangan 

kawasan-kawasan petanian serta memiliki unit lembaga pengabdian pada masyarakat. 

a. Penentuan Lokasi 

Pemilihan/ penentuan caJon lokasi penumbuhan KPP3HP didasarkan alas potensi 

sumberdaya yang merupakan kawasan sentra produksi unggulan yang membutuhkan 

penanganan cepat dan tepa!, memiliki bahan baku hasil pertaniari yahg kcintinyu dan cukup, 
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tersedianya sarana teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tepa! guna, adanya 

dukungan pemerintah daerah dengan komitmen pada pembangunan pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian secara menyeluruh, tersedianya aksebilitas dan transportasi yang 

memadai, dan memiliki sumberdaya manusia yang dapat ditingkatkan kualitasnya bagi upaya 

penerapan sarana teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tepa! guna. Secara 

sosial, teknis dan ekonomi KP3HP layak dikembangkan di wilayah/ daerah tersebut. 

ldentifikasi kawasan dilakukan dengan metode Gap Analisis. Konsultan/Perguruan 

Tinggi pelaksana mengidentifikasi kebutuhan suatu kawasan pengembangan KP3HP dan 

membandingkan dengan keadaan nyata di lapangan. Dari hasil analisa tersebut diperoleh 

em pat kriteria kawasan 
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Skala Kompetensi Kawasan yang Diharapkan (SKD) 

Diagram peringkat kawasan 

Rekomendasi oleh pelaksana identifikasi (perguruan tinggi) diberikan dalam bentuk: 

• Kawasan Level A : kawasan yang sangat disarankan untuk KP3HP 

• Kawasan Level B : kawasan yang disarankan namun perlu pendampingan dan 

sentuhan dari Ditjen PPHP 

• Kawasan Level C : kawasan yang kurang disarankan untuk KP3HP namun perlu 

pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif; 

• Kawasan Level D : kawasan yang tidak disarankan untuk KP3HP 

KP3HP 



Hasil seleksi kawasan ini diberikan kepada tim pengarah (steering comittee), yang 

akan memutuskan KP3HP, beserta komoditas dan unit usahanya. Contoh kuesioner 

penyeleksian kawasan dapat dilihat pada lampiran. 

b. Penentuan komoditas 

Pemilihan komoditas olahan komersil di dasarkan pada potensi pasar, bersifat 

strategis dan mudah diusahakan dengan sarana dan teknologi tepat guna, serta merupakan 

komoditas unggulan daerah bersangkutan. Jenis komoditas olahan (tanaman pangan, 

hortikultura, peternakan, dan perkebunan) yang dihasilkan diupayakan sesuai dengan sarana 

teknologi alat mesin yang tersedia dan dapat dikembangkan secara lebih modern (skala luas). 

Komoditas yang dipilih sesuai dengan Renstra Ditjen PPHP seperti yang sudah disebutkan di 

atas. 

c. ldentifikasi Unit-Unit Pelaku Usaha dan Pemilihan Unit Usaha Penghela 

Pelaksana identifikasi melakukan identifikasi pelaku usaha dari komoditas terpilih dan 

unit usaha yang menjadi penghela (champion) bagi kegiatan KP3HP. Unit-unit usaha yang 

diidentifikasi dan potensial untuk bergabung dalam KP3HP memiliki persyaratan umum : 

• Mengusahakan komoditas unggulan yang telah terpilih/ditentukan 

• Memiliki jaringan kemitraan dengan gapoktan/poktan sebagai penyedia bahan baku. 

Jaringan keniitraan ini dibuktikan dan atau diperkuat dalam bentuk kesepakatan kerjasama 

atau kemitraan usaha. 

• Pelaku unit usaha yang akan digabungkan memiliki skala usaha kecil dan mikro 

• Unit-unit usaha yang ditetapkan dalam KP3HP harus mencapai skala ekonomi, sehingga 

layak untuk bergabung dalam KP3HP 

• Pelaksana identifikasi juga melakukan identifikasi unit-unit usaha lainnya beserta lembaga 

pendukli~g dan penunjang kawasan KP3HP 

• Pelaku usaha yang menjadi penghela (champion) adalah unit pelaku usaha yang memiliki 

keunggulan dan berpotensi besar untuk tumbuh sebagai penggerak kawasan KP3HP. 

Konsultan pelaksana identifikasi juga melakukan Analisis Kebutuhan (Need Asses men) dari unit­
unit usaha yang akan bergabung dalam KP3HP dan pelaku usaha penghela (champion), yakni : 

• Mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha inti/penghela dan kelompok usaha dalam KP3HP 
sesuai dengan Tupoksi PPHP 

• Mengidentifikasi kebutuhan kawasan sesuai dengan Tupoksi PPHP 

• Mengidentifikasi skala usaha pelaku utama/penghela serta klaster di kawasan KP3HP. .··. 
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4.3. Bantuan Peralatan Mesin 

Untuk menunjang pelaksanaan program penumbuhan KP3HP Diijen PPHP Kementan 

menyediakari bantuan dalam bentuk pengadaan sarana alat mesin pengolahan hasil pertanian. 

Bantuan alat ini berasal dari analisis kebutuhan yanTujuan bantuan tersebut adalah untuk 

meningkatkan efisiensi, produktivitas, diversifikasi dan mutu produk olahan hasil pertanian pada 

KP3HP. Bantuan sarana alat mesin pengolahan dilakukan konsultan/perguruan tinggi pendamping 

, yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usaha industri pengolahan dalam KP3HP di 

lapang<;m. Jenis paket bantuan berupa sarana alat mesin pengolahan pengolahan hasil pertanian. 

· 4:4. · Pendampingan 

Pendampingan oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memberdayakan KP3HP agar dapat 

mandiri dan profesional dalam berusaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 

Dengan pendampingan ini diharapkan KP3HP secara teknis dan manajemen dapat 

mengembangkan usahanya sehingga dapat menguntungkan dan berkelanjutan. Disamping itu 

melalui pendampingan KP3HP diharapkan dapat mengakses permodalan, memperluas akses 

. pemasaran dengan jalan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. 

4.5. Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan 

a. Pengendalian 

Kegiatan pengendalian kegiatan penumbuhan KP3HP dilakukan melalui jalur struktural 

dan jalur informal (non struktural). Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh 

Kelmpok Kerja (Working Group) pada Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 

Sedangkan melalui jalur informal dilakukan mulai dari Perguruan Tinggi/ Konsultan. 

Pengendalian dilakukan berdasarkan perencanaan yang memperhatikan asas akuntabilitas 

kinerja. 

b. Pengawasan 

-

Pengawasan pelaksanaan program penumbuhan KP3HP dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan anggaran dan kegiatan ini 

dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah seperti ltjen, BPK dan BPKP. 

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara dini oleh Tim Pengarah (Steering 

Commitee), dan Kelompok Kerja (Working Group) di Ditjen PPHP. 

Disamping itu dilakukan pengawasan jalur masyarakat melalui pertemuan dengan 

seluruh komponen masyarakat seperti kelompok usaha pengolahan dalam KP3HP, 
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Perguruan Tinggi/ Konsultan, LSM, Pers, Pendamping (Fasiltator)/ Penyuluh yang 

dilaksanakan dalam suatu pertemuan atau forum komunikasi. 

c. Pelaporan 

Guna melihat kinerja program penumbuhan KP3HP diperlukan laporan pelaksanaan 

kegiatan maupun pelaporan pengendalian yang ketal dan lengkap. Jenis-jenis pelaporan 

terdiri dari : 

1) Laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan oleh Pendamping (Fasilitator) melalui 

Perguruan Tinggi (Konsultan). 

2) Laporan insidentil bila diperlukan. 

Format laporan berkala, baik isi dan batas waktu serta mekanisme pengirimannya 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk laporan insidentil 

menggunakan format yang disepakati oleh Perguruan Tinggi (Konsultan) dan agar 

dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan Uuklak) dan petunjuk teknis Uuknis) yang 

disusun oleh Kelompok Kerja (Working Group) Ditjen PPHP. 

4.6. Pendanaan 

Kegiatan penumbuhan KP3HP harus berkelanjutan atau bersifat multi years. Pada tahun 

2013 kegiatan penumbuhan KP3HP dibiayai dari APBN Ditjen PPHP Kementan. 

4.7. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan KP3HP 

1. Menyusun SK Ditjen PPHP tentang Anggota Tim Pengarah (Steering Commitee) dan 

Kelompok Kerja (Working Group) 

2. Mempersiapkan dan melaksanakan !emu koordinasi (dialog yang konstruktiD; 

3. Mempersiapkan dan melaksanakan rapat teknis; 

4. Pelelangan/ Pemilihan Perguruaan Tinggi (Konsultan) 

5. Seleksi/ Pemilihan Tenaga Pendamping KP3HP 

6. Survey/ Seleksi CP/CL KP3HP 

7. Mengidentifikasi KP3HP sebagai pemeran kunci (champion), 

8. Pembentukan kelembagaan KP3HP 

9. Pengumpulan data, menganalisa, membentuk pengertian bersama; 

10. Menetapkan prioritas masalah, strategi dan rencana aksi penumbuhakn KP3HP; 

11. Pengadaan peralatan mesin pengolahan sesuai kebutuhan 

12. Pembinaan, bimbingan teknis dan manajemen serta pendampingan 
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13. Public Awareness (Pembuatan video instructionaH sucses story industri pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian) 

14. Workshop 

15. Pengendalian dan Pengawasan 

16. Pelaporan 
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BABV. 

POLA PEMBINAAN DAN TAHAPAN PENUMBUHAN KP3HP 

5.1. Program Aksi dan Tahapan Penumbuhan KP3HP 

Ada lima program aksi dan tahapan penumbuhan KP3HP , yaitu : 

5.1.1. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) 

Sebagai titik masuk (entry point) dari pemberdayaan SDM pad a KP3HP adalah 

menyadarkan petani/ pelaku usaha pengolahan sekaligus menumbuhkan rasa percaya 

diri mereka, bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang mereka miliki sekarang 

masih bisa ditingkatkan. De-ngan kesadaran dan percaya diri akan tumbuh motivasi 

dikalangan masyarakat untuk maju, sehingga mereka akan lebih mudah menerima dan 

tanggap terhadap setiap perubahan yang dianjurkan (tahap I dan tahap Ill}. Pembinaan 

man usia sementara diarahkan kepada SDM yang memiliki 4 (em pat) sifat (catur gatra ), 

yaitu : berbudi pekerti luhur, tekun dan kerja keras, maupun kerjasama dan memiliki sifat 

inovatif. 

5.1.2. Pengembangan Permodalan 

KP3HP 

Bagi wilayah/ daerah yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan; terutama 

pembangunan ekonomi, dimulai dengan berbagai bantuan dalam bentuk Bantuan Cuma­

cuma (Hibah) atau Bantuan Bergulir. Bantuan yang diberikan didasarkan atas kebutuhan 

yang benar-benar dirasakan oleh KP3HP, bukan bantuan yang diberikan secara begitu 

saja. Untuk itu terlebih dahulu haruslah dilakukan identifikasi dan analisa kebutuhan 

KP3HP, dan atas dasar hasil analisa kebutuhan itulah maka bantuan itu diberikan. Bagi 

wilayah/ daerah yang sudah banyak tersentuh pembangunan, bantuan permodalan bagi 

usaha ekonomi pengolahan hasil pertanian atau KP3HP sudah dapat diberikan dalam 

bentuk Kredit Subsidi atau Kredit Komersial dengan kemudahan khusus (tanpa jaminan 

dan prosedurnya mudah). Kredit ini hendaknya tidak dibatasi untuk usaha pengolahan 

hasil pertanian saja, tapi bisa digunakan untuk segala macam usaha baik on-farm 

(budidaya) maupun off-farm seperti usaha sarana-prasarana produksi pertanian, 

pengolahan hasil pertanian, perdagangan maupun pelayanan jasa keuangan/simpan 

pinjam dan lain-lain. Perjanjian kredit atau perjanjian lain yang terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan, hendaknya diketahui atau merupakan tanggung jawab KP3HP. 
?",·-~-'~-'-·:-·~·~\ .. 
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Akhimya apabila sudah beberapa kali mampu mengembalikan Kredit Komersial 

ini dengari lancar, maka kita tingkatkan pada Kt~dii Ko~e~ial Penuh. Dengan cara 

demikian maka kita berhasil mendidik mereka menjadi mandiri dalam kebutuhan 

permodalan usaha. Artinya, apabila mereka membutuhkan tambahan modal bagi 

pengembangan usahanya mereka mampu berhubungan langsung dengan bank 

(lembaga keuangan formal) sendiri dan mampu memenuhi persyaratan bank (bankable). 

5.1.3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi 

-

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku 

industri pengolahan hasil pertanian Rada KP3HP adalah dikembangkannya 

Kelembagaan Ekonomi Mikro yaitu suatu kelembagaan yang tumbuh dari, oleh dan untuk 

kepentingan petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, bukan kelembagaan 

yang dibentuk untuk kepentingan lnstansi Pembina. lni sangat penting, karena hanya 

kelembagaan yang tumbuh dari bawah itulah yang akan mampu berkembang secara 

berkelanjutan. Secara skematis tahapan pengembangan kelembagaan ekonomi mikro 

pad~rKP3HP dapat dilihat pada gambar 9. 

Seperti diketahui, Ekonomi Mikro pada KP3HP adalah suatu usaha ekonomi 

yang dijalankan oleh anggota KP3HP dan jenisnya sangat beragam mulai dari usaha 

pengolahan hasil pertanian, jual beli hasil pertanian dsb. Mereka pada umumnya 

berusaha sendiri-sendiri dengan keterampilan dan modal seadanya. 

Langkah pertama dari tahapan ini adalah mereka yang semula berusaha sendiri­

sendiri (usaha rumah tangga), kita dorong dan bimbing agar mereka mampu 

bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok. Usahanya tetap dijalankan di 

masing-masing keluarga, hanya mungkin ada aspek yang dike~asamakan dalam 

kelompok (sebagai faktor pengikat), seperti pengadaan bahan baku bersama, menjual 

hasil bersama, men.dapatkan modal bersama, dan sebagainya. Anggota kelompok 

haruslah terdiri dari para petani/ pelaku usaha pengolahan hasil pertanian yang saling 

mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama (ada faktor pengikat), 

sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi. 

Langkah selanjutnya adalah menumbuhkan Gabungan Kelompok Usaha 

pengolahan hasil pertanian atau disebut sebagai KP3HP. Kelompok-kelompok usaha 

yang sudah tumbuh dan berjalan secara baik; terutama kelompok-kelompok yang 

usahanya _sejenis seperti : pedagang hasil olahan dan industri makanan ringan, didorong 
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dan dibimbing agar mereka mau dan mampu bekerjasama antar kelompok, dalam bentuk 

organisasi yang lebih besar yang disebut KP3HP atau Asosiasi. 

KP3HP ini kalau sudah berjalan lancar dan baik, didorong dan dibimbing lagi 

agar mau dan mampu menjadi salah satu lembaga ekonomi formal dan yang paling tepa! 

tentunya adalah Koperasi. Untuk mencapai itu perlu dilakukan berbagai kegiatan 

advokasi dan bimbingan teknis dan manajemen, agar mereka benar-benar memahami 

apa manfaatnya menjadi suatu lembaga ekonomi formal (koperasi). 

5.1.4. Pengembangan Usaha 

Secara umum usaha industri pengolahan hasil pertanian pada KP3HP 

memerlukan tahapan perkembangan, terutama bila dikaitkan dengan tingkat kemampuan 

sumberdaya manusianya dan penggunaan sumberdaya alam. 

Lebih jauh, untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan, petani 

dan pelaku usaha pengolahan harus menerapkan/pengembangan usahanya secara 

efisien dan menguntungkan yang dirancang dalam kapasitas skala ekonomi yang 

menguntungkan. Upaya tersebut harus dimulai dengan pemilihan komoditas-komoditas 

pengolahan unggulan, yang kemudian dikembangkan pengelolaannya secara 

komplementer (saling melengkapi) serta didukung dengan pengembangan prosessing, 

sortasi, pengepakan, pemasaran, lndustri kecil, industri jasa yang sesuai dengan kondisi 

wilayah/daerah. 

5.1.5. Pengembangan Sarana-Prasarana dan lklim Usaha 

KP3HP 

Pengembangan sarana-prasarana yang berwawasan lingkungan yang 

diperlukan seperti jaringan jalan, transportasi, telekomunikasi, listrik, p~sar, gudang dan 

kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian ke pasar dengan 

efisien dan resiko minimal. Sarana dan Prasarana utama yang perlu dilengkapi pada 

KP3HP adalah : 

1. Pasar 

Fungsi pasar adalah sebagai penyedia sarana yang dibutuhkan serta 

sebagai tempat memasarkan hasil usaha pengolahan. Karena fungsinya yang 

demikian sangat diperlukan, maka adanya pasar di daerah pengamatan yang 

letaknya strategis yang dapat mengakses keseluruh wilayah/ daerah. 



-

2. Lembaga Keuangan 

Pada proses awal penumbuhan KP3HP yang dibutuhkan adalah lembaga 

keuangan yang menyediakan dana dengan tingkat suku bunga rendah atau tingkat 

suku bunga yang tersubsidi. 

3. Kelembagaan Usaha pada KP3HP 

Kelembagaan !ani sebagai suatu wadah dalam mendinamisasikan kegiatan 

usahatani diperlukan keberadaannya. Kelembagaan !ani yang baik adalah 

kelembagaan yang dapat menggerakkan, mengkoordinasikan anggotanya dalam 

kegiatan usahatani. Oleh karena itu kelembagaan !ani baik formal dan informal 

•Sangat diperlukan keberadaannya di daerah pengamatan. 

4. lnfrastruktur 

lnfrastruktur yang terdiri dari jaringan jalan adalah sangat penting 

keberadaannya. Jaringan jalan (transportasi) yang baik (layak) dapat menunjang 

kelancaran pengangkutan produksi serta komunikasi usaha. Disamping itu pula 

tingkat aksesibilitas wi/ayah daerah KP3HP dengan. kawasan sekitarnya sangat 

ditentukan oleh kelayakan jaringan jalan. 

Pola interaksi pembinaan dalam penumbuhan KP3HP dapat dilihat pada bagan 
di bawah. 

PEMERINTAH PERBANKAN INDUSTRI BESAR MASYARAKA T/ 
KONSUMEN 

• Menciptakan iklim • Meberikan pinjaman/ • Menjalin keniitraan • Membantu 
yang kondusif melalui kredit modal dengan yang saling menyerap/ membeli 
regulasi syarat ringan, mudah menguntungkan hasil produksi 

• Menyusun rencana dan prosedur yang • Memberi bantuan pengolahan hasil 
pembinaan secara cepat. teknis dan pertanian 
makro/umum • Memberikan manajemen 

• Menyediakan diklat/ pendampingan agar • Membantu 
SLPTT bagi KP3HP petani/pelaku usaha menyediakan 

• Malakukan bimlekman/ dapat mengembalikan jaringan pemasaran 
penyuluhan secara kreditnya dan distribusi 
periodik • Melatih pembuatan 

• Melakukan pembinaan neraca rugi laba dan 
melalui penghargaan pembukuan 
klas KP3HP • Melakukan 

pengkaderan 
• Melakukan 

diversifikasi usaha 

KP3HP 



5.2. Pol~ lriteraksi Pembinaan Penumbuhan KP3HP di Ditjen PPHP 

Gambar 6 : Pola lnteraksi Pembinaan Penumbuhan KP3HP di Diijen PPHP 

lnteraksi pembinaan penumbuhan KP3HP di Ditjen PPHP adalah sebagai berikut : 

1. Sekretariat Ditjen PPHP : 

• Menyusun pedoman umum pelaksanaan kegiatan penumbuhan KP3HP -

• Menyusun peta industri kecil rumah tangga pertanian, dan kelompok usaha 

dalam KP3HP 

• Melakukan SLPPHP pada industri kecil rumah tangga dan kelompok usaha dalam 

KP3HP 

2. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian 

• Melakukan pengembangan usaha pada KP3HP sehingga menjadi lembaga 

formal seperti Kaoperasi/ Perusahaan Perseroan (PT) dll 

• Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen pengembangan 

usaha 

• Melmfasilitasi bantuan inovasi sarana prasarana teknologi alat mesin 

pengolahan hasil pertanian tepat guna 

3. Direktorat Mutu dan Standarisasi 

• 

KP3HP 

Melakukan perierapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara -

efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk pertanian . ;t I -



• Melakukan pengawasan mutu produk hasil pertanian dan penerapan SNI 

• Membentuk lembaga penilai kesesuaian terhadap mutu produk hasil pertanian 

(laboratorium, lembaga sertifikasi) 

4. Direktorat Pengembangan Usaha dan lnvestasi 

• Melakukan perigembangan permodalan dan melakukan analisis kelayakan 

investasi usaha pengolahan hasil petanian 

• Memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi, kemitraan. dan 

kewirausahaan 

• Melakukan promosi dan layanan investasi pengolahan dan pemasaran hasil 

pertanian. 

5. Direktorat Pemasaran Domestik 

• Mengembangkan jaringan pasar domestik dan pelayanan informasi pasar hasil 

pertanian (segar dan olahan) 

• Regulasi pemasaran domestik produk segar dan olahan hasil pertanian agar 

tercipta iklim pemasaran yang kondusif 

• Mengembangkan kelembagaan pasar domestik (pasar tani, pasar lelang, pasar 

ternak dll) 

• Melakukan pemantauan pasar 

6. Direktorat Pemasaran lnternasional 

-

• Mengembangkan jaringan pasar internasional dan memberikan bantuan sarana 

promosi dan proteksi pemasaran hasil pertanian pada KP3HP 

• 
• 

Memfasilitasi akses kerjasama pemasaran internasional produk pertanian 

Melakukan analisis pasar, Market Intelligent dan perluasan pasar internasional 

produk pertanian 

KP3HP 



BAB VI 

PENUTUP 

Konsep nilai tambah dan daya saing merupakan kala kunci dalam pembangunan bidang 

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian menuju terciptanya industrialisasi pertanian, oleh 

karenanya selain sinergi sektoral maka sinergi dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh 

pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dukungan aspek 

kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi pembangunan dan dukungan terhadap bidang 

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian baik secara sektoral maupun antara pusat dan 

daerah secara nasional akan menentukan keberhasilan pembangunan bidang pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian yang di cita-citakan. 

Penumbuhan KP3HP merupakan salah satu terobosan menuju terciptanya industrialisasi 

pertanian di pedesaan dan merupakan langkah strategis yang diharapkan tidak saja memacu 

pertumbuhan ekonomi melainkan juga meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan daya 

saing dan nilai tambah serta pendapatan .petani/ pelaku usaha pengolahan serta merupakan 

usaha pengembangan perekonomian di suatu wilayah/ daerah. 

Penumbuhan KP3HP adalah suatu proses konsolidasi usaha industri pengolahan hasil 

pertanian yang disertai dengan koordinasi vertikal di antara seluruh tahapan usaha agribisnis 

mulai dari hulu (penyediaan sarana produksi, usahatani, penyediaan bahan baku) dan hilir yaitu 

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Jadi industri pengolahan hasil pertanian tidak berdiri 

sendiri tetapi berupakan subsistem dari sistem dan usaha agribisnis terpadu mulai dari hulu 

hingga hilir. 

Dengan semangat otonomi daerah, penumbuhan KP3HP nantinya dilaksanakan 

sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Dinas Lingkup Pertanian) baik propinsi maupun kabupaten/ 

kola yang difasilitasi dengan dana APBN, APBD dan Swasta. Sesuai dengan paradigma baru 

pemerintah pusat Ieiah bergeser sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan dinamisator bagi 

tumbuhkembangnya kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 
/' 

(KP3HP) di pedesaan. 

KP3HP -
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I. JENIS KOMODm: ......................... . 

II. IDENTITAS PELAKU USAHA 

1. Nama Kelompok 

Alamat 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota 

Propinsi 

NoTelepon 

No Fax 

Pemimpin kelompok 

2. Bulan & Tahun mulai beroperasi 

LAMPIRAN2 

CONTOH KUESIONER 
IDENTIAKASI USAHA PENGHELA 
PENGOI.AHAN HASIL PERTANIAN 

(Diisi oleh Pelaku Usaha) 

3. Jumlah Aset (diluar tanah, bangunan dan peralalan bantuan pemerintah/hibah): 

Ill. ASPEK KEBUTUHAN 

A. KELEMBAGAAN 

1. Apakah usaha yang dijalankan sekarang merupakan : 

a. Usaha baru b. Melanjutkan usaha sebelumnya c. Pengembangan usaha yang ada 

2. Apakah pemah mengikuti pelalihan kewirausahaan ? 

a.lidak b. Ya 

3. Penyerapan Tenaga Kerja 

Jumlah Tenaga Ke~a (Orang) 
Uraian 

2009 2010 2011 

a. Tenaga Kerja Tetap 

b. Tenaga Kerja lidak Tetap 



4. Apakah kelompok pelaku usaha Ieiah memberikan relribusi kepada daerah? 

5. Jenis Kebuluhan Pengembangan Kelembagaan Yang Dibuluhkan 

No Uraian 

B. PENGOLAHAN PANGAN YANG BAlK (GMP) 

1. Bahan Baku yang digunakan 

Sebulkan bahan baku yang digunakan : 

Keterangan 

.................................................................. , (lokal/impor), persenlasenya ............................................................... . 

2. Upaya apakah yang Ieiah dilakukan dalam rangka pengembangan produk dari bahan baku lokal 

No Bahan Baku lokal yang digunakan Produk yang dihasilkan Keterangan 

1. 

2. 

3. 

3. Upaya apa yang Ieiah dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah, sebulkan ..... 

No Uraian Keterangan 

4. Apakah leknologi yang digunakan saat ini merupakan : 

a. karya sendiri b. Karya orang lain yang dimodifikasi c. Karya orang lain seluruhnya 

5. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan Pengembangan Pengolahan yang baik yang belum dimiliki usaha 

No Uraian Keterangan 



6. Dalam satu tahun terakhir produksi dilakukan : 

1. Setiap hari 
2. 1-2 minggu sekali 
3. Sebulim sekali 
4. Berdasarkan pesanan 
5. Tidak menentu 

7. Apakah sudah mempunyai SOP untuk setiap tahap pengolahan ? 

a.Ya b. Tidak 

B. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan Penjaminan Mutu Produksi yang belum dimiliki? ............................................................. . 

C. KEMITRAAN DAN PERMODALAN 

1. Pada saat awal usaha dimulai, darimana sumber permodalan utama diperoleh? 

a. Modal sendiri b. Modal sendiri dan luar c. Modalluar 

2. Sebutkan nama lembaga permodalan/keuangan, jika modal berasal dan luar 

3. Apakah pemah melakukan kemitraan dalam pengadaan bahan baku? 

No. Nama Mitra/Kelompok Mitra Bulan & Tahun Mulai Kemitraan 

1. 

2. 

3. 

3. Apakah pemah melakukan kemitraan untuk pemasaran? 

No. Nama Mitra/Kelompok Mitra Bulan & Tahun Mulai Kemitraan 

1. 

2. 

3. 



4. Pembinaan yang pemah dilakukan kepada petani/kelompok !ani pemasok adalah : 

Nama Petani/Kel Tani Bentuk Pembinaan Tahun 

1. 

2. 

3. 

5. Pengalaman menjadi mitra binaan dari instansi atau program BUMN atau perusahaan swasta. 

Nama lnstansi/ BUMN/Swasta Bentuk Pembinaan/ Bantuan Jumlah (Rp) Tahun 

1. 

2. 

3. 

Terangkan hak dan kewajiban diantara Anda dengan mitra : 

6. Pengalaman Kemitraan Membina mitra 
7. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan yang behuburigan dengan permodalan dan kemitraan 

D. PEMASARAN 

1. Nilai, Volume Penjualan Selama 3 tahun terakhir 

2011 2010 2009 

URAIAN Nilai Nilai Nilai Volume (Rp) Volume (Rp) Volume 
(Rp) 

1. Penjualan Dalam Propinsl 
1. Produk ............... 
2. Produk ............... 
3. Produk ............... 
4. Produk ............... 
5. Produk ............... 

Penjualan L11ar Propinsi 
1. Produk ............... 
2. Produk ............... 
3. Produk ............... 
4. Produk ............... 
5. Produk ............... 

Total Nilal Penjualan 



2. Upaya peningkatan penjualan 

1. Mengikuti pameran :a.Ya b. Tidak 

2. Katalog, brosur, leaflet :a. Ya b. Tidak 

3. Website :a. Ya b. Tidak 

4. lklan di media massa :a. Ya b. Tidak 

5. Upaya lain, sebutkan! 

3. Sebutkan kebutuhan terobosan dalam pemasaran yang dibutuhkan oleh usaha ? ....................................................... ... 



LAMPIRAN3 

CONTOH 
KUESIONER PEMILIHAN KAWASAN KP3HP 

Faktor-faktor kritis pemilihan suatu kfaster dan kawasan KP3HP terpilih terdiri alas 6 kelompok, yaitu: 

a. Memiliki konlribusi yang signilikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi nasionalfdaerah 
b. Mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah 
c. Memiliki daya dukung Sumber Daya Alam 
d. Memiliki daya dukung SDM 
e. Memiliki daya dukung Lembaga Rnansial 
f. Memiliki daya dukung lnfonnasi 
g. Memiliki daya dukung teknologi 
h. Memiliki komodilas unggulan dari 40 (puluh) komoditas unggulan nasional sesuai renstra Kementan 

Mohon lbu/Bapak/Sdr memberikan nilai bagi setiap kompetensi berikut (skala penilaian 0 - 9) 

Petunjuk penilaian 

INDIKATOR DAN SKALA KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN (SKD) 

Faktor kritis tidak diperlukan dalam 
pengembangan kawasan 
Faktor kritis tidak diperlukan atau 
atau sangat sedikit diperlukan di 
dalam kawasan 
Faktor-faktor kritis kawasan sedikit -
diperlukan atau 
Faktor kritis diperlukan namun lidak -
terlalu penting bagi pengembangan 
kawasan 

Faktor-faktor kritis kadang­
kadang digunakan 
Faktor kritis meningkalkan 
kine~a kawasan tetapi lidak 
mutlak atau diharuskan 
Faktor-faktor kritis kadang­
kadang tampak nyata 
Faktor kritis mempunyai arti 
terlentu bagi organisasuunit 
ke ·a 

INDIKATOR DAN SKALA KOMPETENSI SAAT INI (SKS) 

0-3 

;:~ . SKS RENDAH 
. :;:.: ' 

Faktor lidak tersedia dalam 
menerapkan kawasan (0%) 
Penggunaan faktor kritis masih 
belum tersedia atau sedikit ada 
dalam area kawasan (dibawah 
20%) 
Faktor kritis lidak mencukupi 
atau lidak memuaskan (20-
30% 

Faktor-faktor kritis cukup tersedia 
dalam kawasan (30- 40%) 
Faktor-faktor tersedia namun perlu 
penambahan secara berangsur 
agar kawasan bisa be~alan (40 -
50%) 
Faktor-faktor Ieiah tersedia cukup 
namun belum memuaskan (50-
60% 

Faktor kritis sering digunakan 
Faktor kritis menjadi bagian 
rulin/reguler/ menyeluruh atau 
integralfpenling dari kfaster dan 
kawasan 
Faktor kritis jelas sekafi tampak 
sebagai bagian dari peke~aan 
Faktor kritis sangat penling bagi 
kawasan /unit usaha 

>6.-9 

SKSTINGGI 

Faktor tersedia cukup dan bisa 
memenuhi kebutuhan kawasan 
Faktor tersedia cukup dan 
memuaskan pemenuhan 
kebutuhan kawasan 
Faktor tersedia melimpah dan 
memuaskan untuk pemenuhan 
kebutuhan kawasan 



a. KOMPETENSI : Memiliki kontribusi yang signifikan alau berpotensi linggi terhadap pembenlukan 
produksi daerah 

retribusi 

Potensi peningkatan pajak 

Potensi 

kesempalan kerja 

Peningkalan kesempalan berusaha 

b. KOMPETENSI : Mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah 

Dukungan kebijakan 

Dukungan anggaran 

masyarakat 

lnfrasbuktur jalan 

lnfraslruktur listnl</energi 

c. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung Sumber Daya Alam 

Bahan baku 

Efek dampak lingkungan 



CIRI-CIRI SKALA KOMPETENSI 

SKD SKS 

d. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung SDM 

Tersedia lembaga pendidikan tinggi 

Tersedia tenaga kerja terlatih 

Tersedia lembaga keterampilan 

e. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung Lembaga Finansial 

Terdapat lembaga keuangan 

Terdapat program CSR atau kemitraan dari usaha besar 

Terdapat lembaga keuangan penjamin dan asuransi pertanian 

Terdapat lembaga resi gudang 

f. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung lnformasi 

Tersedia jaringan telepon/fax 

Tersedia jaringan internet 

Tersedia lembaga cargo dan ekspedisi 



CIRI-CIRI SKALA KOMPETENSI 

SKD SKS 

g. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung teknologi 

Tersedia leknologi proses yang mudah dan ramah lingkungan 

Tersedia penyedia dan perakit mesin dan alai produksi 

Tersedia lembaga penyuluhan dan pendamping teknologi 

h. KOMPETENSI : Memiliki komoditas unggulan dari 40 (puluh) komoditas unggulan nasional sesuai 
renstra Kementan 

Terdapat kawasan pengembangan komoditi 

Tersedia potensi lahan yang sesuai dengan komoditi yang 

dikembangkan 

i. KOMPETENSI : 



Olrektorat Jenderal Pengolahan dan Pemaaaran Hail Pertanlan 
KEMENTERIAN PERTANIAN 
Alamat: 
.._....,_ RM No 3 , Geclung D U .2, R8gulwl 
.lllalrla 125I!IO,Indanella Tel/Fax: (021)-"181137929 
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